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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanekan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 9@ Tahun 2015,
Kepala Dacrah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban = Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwalkilan  Rakvat Dacrah [DPRD) berupa Laporan
Keuangan yang tclah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam] bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan, Kalupaten
Dati 1T Lampung Timur dan Kotamadya Dati 1T Metro
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
AR2AS)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunn 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neguams
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang MNomeor 1 Tahun 2004  tentang
Petbendaharaan Megara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353},
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  (entang
Femeriksaan Pengelolaan dan Tangsung Jawab Keuanpan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tenlang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan
Pemerintahan Daerah  [Lembaran  Negara Repubhk
Tndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomeor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Womor 58, Tambahan Lembaran
Nepara Repubhk Indonesia Nomor 2679);

Peraturan Pcmerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Walal Eepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 210, Tambahan Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tndaonesia Nomor 4575},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Loembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lermbaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4576)
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Womor 63 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5155):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 lenlang
Pengelolaan Uang Negara /Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47338);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara RHepublik Indonesia Nomor 4864);
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Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembearan Negars
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lecmbaran  Megara Republik  Indonesia  Nomor 4972)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Ecpublik Indonesia Nomor
B177];

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tabhun 2010 tentang Tala
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajuk Daecrah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran  Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Womor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah [Lembaran Megara Repulbilik Tndonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Dacrah (Lombaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5533) sebagaimana  lelah diubah  dengan Peraturan
Pemeriitah Nomor 28 Tabun 2020 (Lembaran Negary
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

Peraturan Pemerinlah Neomeor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemenntahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 604 1);

Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tabhun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Aneggota Dewan
Perwakilan Ralkyat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pcmerintah Neomor 2 Tahun 2018 tenmang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Keunangan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Eopublik Indonesia Nomar 6322);
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Podoman — Pengelolaan Keuangan — Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
{Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yvang bersumber dari Anpgarun Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2011
Nomor 4530] sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralchir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 201% (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2019
Nomaor 1560);

Peraturan Meniten Talam Neperi Nomor 64 Tahun 2013
tentang  Penerapan  Slandar Aloantansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah [Berita Negara
Fepublik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 [(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 701);

Peraturan Tlaerah Kota Metre Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Dengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kota Mefro Tabun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Melro Nomeor 1);

. Peraturan Dacrah Kota Metro Womor 24 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Dacrah Kota
Melro [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor
24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Daersh Kota
Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 9);

Peraluran Dacrah Kota Metro Nomor 5 Tehun 2017 tentang
Hak Keruangan Dan Adminisiratil Pimpinan Dan Anggota
ewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Metro (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor S, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kota Melro Nomor 14 Tahun 2018
tentang  Pengeclolaan Barang Milik Daerah  (Lembaran
Daecrah EKota Metra Tahun 2018 Nomor ¢, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);

Peraturan Daerah Kola Metto Nomor 15 Tahun 2018
ientang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2018
Nemor 15, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor
15);
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Peraturan Daerah Kota Metro Nomor & Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh
Tahun Anggaran 2019 [Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor &, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Metro Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAEKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

[1} Pertangpungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Angegaran 2019
berupa laporan keuangan memuat:

{2)

®osocoE

Laporan Kealisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Meracs;

Laporan Anis Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan keuangan sebapaimana dimsksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realizasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ]
avat [1) huruf a sebagai herikut ;

a.
b.
.

il.

Petidapalan Ep B27.116.733.837 .50
Belanja Rp 002.508.611.826,02
Transafer Ep 2.055.734, 387,00
Surplus/ [defisil) Rp 22.552.387.624 48
Pembiavaan

-Penerimaan Ep 85.632.524 280 34
-Pengeluaran Rp 2.004).000.000,00

Pemiayaan netto

Sisa Lebih Pembiavaan
Anggaran [(SILPA}

Rp B3.632.524.280,34

Rp 106,184,911,904,82
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Pasal 3

Uralan laporan tealisasi angsaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikul :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan  sebesar
Ep2l1.140.512.020.81 dengan  rincian sebagai borikoat -
a. Anggaran pendapatan setelah Rp 905976221 81669
perubahan
b. Realisasi Rp  927.116.733.837,50

Sehisih Lebih f(Kurangl Rp 21.140.512.020,81

(2) Selisih  anggaran  dengan  realisasi Belanja sebesar
EpB5.001.311.131,72 dengan rincian schagai berilat:
8. Anggaran pendapatan setelah Rp 989.565.657.344.74
perubsahan
b. Realisasi Rp  904.564.346.213,02
Belisih Lebih f{Kurang)] Rp 20001311131, 73

[3] Selisih anggaran dengan realisasi Surplus [/ (defisi)
schesar Hp (81.037.047 903,57) denpgan rncian  zebagai

beriloat:

a. Burplus/ [defisit) setelah Bp (83.589.435.528,05)
perubahan

b. Realisasi Bp 22552 387 624 48

Selisih Lebih /{Kurang) Rp  (61,.037.047.903,57)

{4} Selisih anggaran dengan realisasi pencrimaan pembiayaan
scjumlah Kpd3 088.752,29 dengan rincian scbapgai beriloat:

4. Anggaran penerimaar Rp 85.589.435 528,05
pembiayaan setelah perubahan
b. Realizasi _Ep  85.632.524. 280,34

s

(5] Schsih anggaran dengan realisasi pengelusran pembiayaan
scjumlah Rp 0,00 dengan rincian sehagai berikut:

A. Angparan peongcluaran Rp  2.000.000,000,00
pembiayaan setelah perubahan
b, Realisasi Rp  2.000.000.000,00
Belisih Lebih /{Kurang) Rp 0,00

(B) Selisih angparan  dengan realisasi  pembiayaan netio
scjumlah Rp(43.088.752,2%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran  pembisyasn netto Rp " G
sctclah perubahan 83.589.435.528,05

b. Realisasi Rp  &3.632.524 280,34
Seliaih lehih /(Kurang) Rp {43.088.752,29)
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Paszal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal | huruf b per 31 Desember tahun 2019, terdir atas ;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 85.589.435.528,05

b. Penpgunaan  Saldo  Anpgaran

Lebih Scbagai  Penerimasan Ry (85.589.435.528,14)
Pembiayaan Tahun Berjalan

<. 8isa Lehih Pembiayaan

Anggaran Rp 10/.184.911.904 82
d. Korcksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp 0,09
2. Lain-lain E]:ll {lﬂﬂ.

[. Saldo Anggaran Lebih Akhir REp 106.184,.911.904,82

Pasal 5

Lapuran Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurul
¢ per 31 Desember Tahun 2019, terdird alas ;

a. Pendapatan-L{» Operasional Rp 964.953.580.660,35

b. Beban Operasional Rp B53.941.887.569,76
Surplus / Defisit dari Ep 111.011.6%3 090,59
Cperasioneal

£, Surplus Mon Operasional Rp 0,00

., Dhefisit Non Opcerasional Rp 31.224.875.585,35
Surplus / Defisit dari Rp (31.234.875.583,33)
Non Operasional s
Surplus [ Defisit - L0 Rp 79.776.817.505,24

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ]
huruf d per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas :

a. Ekuitas Awal Ep 2. 783.472.436.760.03
b, Burplus / Defisit - LO Rp 79.776.817.505,24
c. Dampak Kumulatil
Perubahan Kebijakan/ Rp {2.669.411,913,83)
Kesalahan Mendasar
d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp J30.405,014,.816,90
e. Ekuitas Akhir Ep 2.B950984 857.177.35
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31
Dezember Tahun 2019 schagai berikar:

a. Jumlah aset REp 2.941.250.863.589,27

b. Jumlah kewajiban Rp 43.266.006.411,93

c. Jumlah elasitas dana Ep 2.895984.857.177,35
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Pasal B

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf §f untuk tahun
vang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 gehagai berikut:

A,
b,
&
d.

id

bt

Saldo kas awal per 1 Januarg 2019 Rp  85.5389.435 528,14

Arus kas dari aktlivitas operasi Ep 231.680.936.824,76

Arus kas dari aklivilas investasi Rp (211.128.549.200,28)

Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 43.088.752,20

Arag kas dari aktivitas transitoris Ep 0,00

Saldo kas akhir per 31 Desember 20149 Ep 106.154.911.904 82
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 hurul g Tahun
Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif meupun kualitatif atas
pos-pos lapotan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBT} sebugaimana dimaksud pada pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

.

SEmMe DT

- gl

e o

Lampiran I
Lampiran 1.]

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran T.4

Lampiran 1T
Lampiran T
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VIII
Lampiran 1X

Lampiran X

Lampiran X1
Lampiran XIT

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran VI

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut uwrasan
pemernntahan  daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menuarut wmsan pemerinlaban daerah, organisasi,
program dan kegiatan,

Rckapitulasi realizasi anggaran belanja daerah
uniiuk keselarasan dan  keterpadusan urusan
pemerintahan daerah dan [ungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negars;

Laporan Perubahan 3Baldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Elmitas;
Neracs;

Laporan Arus Kas;

Calalan atas laporan keuangan;
Daftar rekapitulasi piulang dacrah;
Daftar  rekapibalasi penyisihan
lerlagih;

Daltar rchapitulasi dane hergulir dan penyisihan
dana bergulir;

Daltar penyertaan modal [investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan  dan
pengurangan aset tetap daerah

Daftar rekapitulasi asel tetap daerah;

Diaflur rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi asct lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

piutang tidak
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. Lampiran XVII  : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIIT  ;  Daftar kewajiban jangka panjang:
Lampiran XIX  Daftar kegialan-kegiotan vang belum diselesailan

sampal akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun
anggaran herikutnya; dan

.  Lampiran XX : lkhtisar laporan keuangan hadan usaha  milik
daerah/ perusahaan daerah

Pazsal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikola tentang penjabaran
p:*rl,anggungpwm;an pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2019,

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai herlakou pada tangeal divndangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundansan Peraluran
Daerah imi dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro,

Diletapkan di Mciro
Pada tanggal 2o P\‘Tg,h; 2020

WALIKOTA METRO,
S

&
ACHMAD PAIRIN
¥ il
Diundangkan di Metro
Pada tanggal @C repchs 2020

Plh EIERETA.E.IE AERAH KOTA METRO,
¢

NAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR : 1
EEGISTER FERATURAN TDAERAII KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG NOMOR -



